BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat
peneliti simpulkan, bahwa:

Terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam SP3 Kasus dugaan
Korupsi Bantuan Dana Sosial oleh Bupati Bone Bolango menurut pandangan
peneliti dilakukan berdasarkan alasan kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,
dan dilandasi oleh i’tikat baik sesuai tanggung jawab moral seorang aparataur
penegak hukum dalam hal ini oleh Kajaksaan Tinggi Gorontalo, sehingga tujuan
seperti kepastian hukum telah terpenuhi. Kepastian artinya telah ditegakkan
ketentuan Pasal 109 (2) Jo. Pasal 140 (2) telah ditetapkan.

Artinya, ketika Bupati Bone Bolango Hamim Pou disangka melakukan
suatu tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial, tetapi setelah dilakukan
pemeriksaan ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak didukung dengan alat
bukti yang kuat tentang kesalahan yang disangkakan kepadanya. Karena sudah
semestinya yang tidak bersalah itu tidak dihukum, karena memang hukuman
pemidanaan hanya pantas dan layak diberikan kepada seseorang yang terbukti
melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum.

5.2 Saran
Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
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1. Lebih mengutamakan kepastian hukum dan keadilan tanpa melihat
siapa yang terlibat dalam perkara tersebut dengan demikian asas
Equality Before The Law dapat terlaksana dengan baik.

2. Penghentian Penyidikan harus sesuai peraturan perundang-undangan
dengan demikian tidak akan menimbulkan kontroversi dilingkungan

masyarakat luas.
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